
 
 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI  JAWA TIMUR 
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 4 TAHUN  2015 

TENTANG 

  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 14 

TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MADIUN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI   MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun perlu 

dicabut; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Madiun. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara               

Nomor 2730); 

  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 
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1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 

Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor  82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 

4741); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
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  11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Madiun  (Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri  E ); 

  

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

dan 

BUPATI  MADIUN 

  

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 14 

TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN 

MADIUN. 

 

  Pasal I 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun. 

  

 

 Ditetapkan di Madiun 
 pada tanggal  30 April 2015 

  
 BUPATI MADIUN, 

  
  
 ttd 

  
 MUHTAROM 

Diundangkan di Madiun 

Pada Tanggal  14 Agustus 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 

 
ttd 

 
Drs. SOEKARDI, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19551111 197703 1 005  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2015  

 
SALINAN  

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 

ttd 
WIDODO, SH, M.Si. 

Pembina Tingkat I 
    NIP.19611215 198903 1 006DI1 BUPATI MADIUN 

 

Ttd. 

DJUNAEDI MAHENDRA, SH, M.Si 


